
BUPATI LUWU TIMUR 
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 

NOMOR J5 TAHUN 2011 
TENT ANG 

STANDAR NILAI MINIMAL BANGUNAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU TIMUR 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu untuk 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar • Nilai 
Minimal Bangunan Izin Mendirikan Bangunan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara 
di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 nomor 27); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Indonesia Nomor 5049); 



I 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung {Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010. Nomor 15); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 
Nomor 6}; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR NILAI 
MINIMAL BANGUNAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 

4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 
Luwu Timur yang membidangi urusan Izin Mendirikan Bangunan. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi 
Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

6. Harga Standar Minimal Bangunan adalah harga dari hasil 
perhitungan terhadap nilai bangunan per meter bujur sangkar dengan 
menyesuaikan harga standar satuan harga barang dan jasa Lingkup 
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. 





-- 

17. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih 
dari satu ke bawah/ke atas. 

18. Bangunan tidak bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu 
lantai dari permukaan tanah. 

BAB II 
JENIS BANGUNAN 

Pasal 2 
Jenis Bangunan Terbagi atas Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan 
Gedung 

BAB III 
HARGA STANDAR MINIMAL BANGUNAN 

Pasal 3 

Harga standar minimal bangunan gedung untuk 
sangkar dalam wilayah daerah ditetapkan sebesar 
juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) 

1 (satu) meter bujur 
(satu 

Pasal 4 

(1) Bangunan gedung yang kurang dari Harga Standar Minimal 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dilakukan 
perhitungan kembali oleh Tim Teknis Pelayanan dan Non Perizinan 
Kabupaten Luwu Timur. 

(2) Bangunan gedung yang lebih dari Harga Standar Minimal Bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harga standar bangunan 
dihitung berdasarkan harga yang diusulkan. 

Pasal 5 

(1) Bangunan gedung yang telah terbangun sebelum tahun 2011 dan 
harga Standar minimal bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, dilakukan perhitungan Tarif Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan. 

(2) Bangunan gedung yang telah terbangun sebelum tahun 2011 dan 
harga standar minimal bangunan tidak sesuai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 (tiga) dapat dilakukan perhitungan Tarif Retribusi Izin 
mendirikan Bangunan dan hanya berlaku dalam jangka waktu 
tertentu selama bangunan tidak diperbaiki/mengalami perubahan 
konstruksi. 



Pasal 6 
Harga Standar Minimal bangunan bukan gedung dihitung berdasarkan 
harga bangunan menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa 
kebenarannya oleh Dinas. 

Pasal 7 

( 1) Harga Standar Minimal Bangunan dapat ditinjau kembali paling lama 
3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan Harga Standar Minimal Bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilalrukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian. 

BabN 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

Ditetapkan di Malili 
Pada tanggal O �� !°v"-<W-,;,;l" �, 11 

BUPATI LUWU TIMUR, 

ANDI HATTA M. 

Diundangkan di Malili 
Pada tanggal. ;...,... �··.. ?- .. •. � ' . . . _, .. ,-.. . .,;.. c.f l : 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

BAHRISULI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NO MOR 14 •· 




